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PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM

A. Pendapat Hukum

Setelah melakukan analisis hukum berdasarkan kasus posisi, pertanyaan
hukum, penelusuran dari berbagai sumber hukum dan menerapkan prinsip
hukum bahwa penegakan hukum secara sanksi pidana merupakan ultimum
remidium atau yang dikenal dengan upaya hukum terakhir, maka pendapat
hukum yang dapat diberikan kepada Sapardi selaku perwakilan dari
Masyarakat Desa Sage adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Azura Beach Club
PT. Wisata Asri Hutama selaku pengelola Azura Beach Club dapat
dimintai pertanggungjawaban hukum berupa ganti kerugian melalui
gugatan Perdata. Secara perdata, pengelola dapat digugat berdasarkan

Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH),

karena terbukti lalai dalam mengelola limbah dan septic tank. Serta

melanggar kewajiban hukum sebagaimana Pasal 69 ayat (1) hurufa UU

Nomor 6 Tahun 2023, menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat

Desa Sage berupa biaya tambahan untuk air bersih, kerugian pada sektor

perkebunan, serta gangguan kesehatan, dan terdapat hubungan

kausalitas yang dapat dibuktikan dengan hasil uji laboratorium,
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sehingga gugatan ganti rugi dapat diajukan melalui mekanisme class
action (Pasal 91 UUPPLH).
Penyelesaian Sengketa yang dapat Ditempuh dalam Sengketa
Pencemaran Lingkungan

Masyarakat Desa Sage memiliki 2 (dua) jalur hukum yang dapat
ditempuh untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat, yaitu melalui mekanisme di luar pengadilan (non-litigasi)
maupun melalui proses di pengadilan (litigasi). Penyelesaian sengketa
di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUPPLH dapat
dilakukan melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau arbitrase untuk
menuntut ganti rugi, pemulihan sumber mata air, serta jaminan agar
pencemaran tidak terulang kembali (Pasal 8 UUPPLH), meskipun
keberhasilannya bergantung pada kesediaan pihak perusahaan. Jika
upaya tersebut gagal atau tidak berhasil, maka masyarakat dapat

menempuh jalur pengadilan melalui gugatan secara perdata.

B. Rekomendasi Hukum

Berdasarkan analisis hukum dan pendapat hukum yang telah

dipaparkan, maka rekomendasi hukum yang dapat diberikan adalah:

1.

Sapardi dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan
(non-litigasi) terlebih dahulu, karena proses penyelesaian sengketa
dengan cara ini relatif lebih cepat, biaya yang juga relatif lebih murah,
dan mekanisme ini lebih responsif terhadap kebutuhan para pihak yang

bersengketa karena para pihak sendiri yang terlibat dalam proses



tersebut. Demikian juga hasilnya diharapkan menghasilkan kesepakatan
yang menguntungkan para pihak (win-win solution), caranya bisa
menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter sesuai dengan ketentuan
Pasal 84 — 85 UUPPLH untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk
dan besarnya ganti rugi; tindakan pemulihan akibat pencemaran;
tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran;
dan/atau tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap
lingkungan hidup. Atau dapat menggunakan bentuk lain sesuai dengan
Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

. Mengajukan gugatan melalui Pengadilan (litigasi), apabila penyelesaian
sengketa alternatif di luar pengadilan (non-litigasi) gagal atau tidak
berhasil, maka Sapardi sebagai perwakilan dari Masyarakat Desa Sage
dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut ganti
kerugian yang dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata
tentang Perbuatan Melawan Hukum, mencakup kewajiban membayar
ganti rugi materiil maupun immateriil kepada masyarakat, seperti biaya
tambahan pembelian air bersih, kerugian sektor perkebunan, serta
dampak kesehatan dan sosial yang ditimbulkan. Melalui mekanisme
gugatan perwakilan kelompok (class action) / hak gugat masyarakat
sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPPLH. Dan memenuhi prasyarat
dan tata cara pengajuan gugatan perwakilan kelompok dalam Pasal 2

PERMA No. 1 Tahun 2002.
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